
 

 

 

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

Nomor : W3-A9/69/PL.01/I/2019 

 

TENTANG 

 

PENGHUNIAN DAN PENERTIBAN RUMAH NEGARA 

 PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2019 

 

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

 

Menimbang  : 1. Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki N egara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau penghunian dan sarana 

pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat. 

  2. Bahwa dengan adanya kebutuhan terhadap rumah Negara untuk kepentingan dinas, makaperlu dilakukan pengaturan 

penghunian dan penertiban rumah negara. 

  3. Bahwa penghuni tersebut dianggap layak untuk menempati rumah negara dimaksud. 

  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna 

Barang Pengadilan Agama Muara Labuh tentang Penghunian dan Penertiban Rumah Negara di Lingkungan Mahkamah 

Agung RI pada Pengadilan Agama Muara Labuh. 

    

Mengingat  : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4515) ; 

  2. Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009; 

  3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 

  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 6 tahun 2006 tentang tata cara Pengelolaan Barang Barang Milik Negara/Daerah 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008 ; 

  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara ; 

  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Fungsi di 

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik 

Indonesia ; 

  7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan 

barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara ; 

  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang tata cara 

Pelaksanaan, Pemamfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara ; 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara 

berupa Rumah Negara; 

  10. Nota Kesepakatan bersama antara Kementrian Agama Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 2049/MA/SEK/167/IX/2005 tentang serah terima Barang Milik Negara di lingkungan Derektorat Pembinaan 

Peradilan Agama; 

  11. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 70/BUA/SK/IV/2013 

tentang Alih fungsi pemamfaatan tanah dan Gedung Kantor Pengadilan Agama Muara Labuh yang lama menjadi Rumah 

Dinas Pengadilan Agama Muara Labuh. 

  12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-

005.01.2.401990/2019 dan Nomor: SP DIPA-005.04.2.401991/2019, tanggal 05 Desember 2018. 

  13. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 

tanggal 03 Desember  2018 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang pada satuan kerja 

di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada bawahnya. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG  PENGADILAN  AGAMA  MUARA  LABUH  TENTANG  PENGHUNIAN  

DAN PENERTIBAN RUMAH NEGARA PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2019. 

Kesatu : Mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor ; W3-A9/251/PL.01/ III/2018, tanggal 

07 Maret 2018 dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan diganti dengan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama 

Muara Labuh Nomor W3-A9/69/PL.01/I/2019, tanggal 02 Januari 2019. 

Kedua  : Penghuni diwajibkan membayar uang sewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap bulannya 

Rp.184.609,- ( seratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan rupiah ) untuk disetorkan ke Kas Negara. 

Ketiga  : Penghuni diwajibkan memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara atas biaya sendiri dan membayar pemakaian fasilitas lainnya, 

seperti pemakaian aliran listrik, air minum, telepon serta segala macam pajak atau iyuran lain  yang mungkin ada atas rumah 

yang di huninya. 

Keempat  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

Kelima  : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. 

Ditetapkan di : Muara Labuh 

       Pada tanggal  : 02 Januari 2019.   

       Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Muara Labuh, 

 

 

 

       Darnialis, S.Ag 

       NIP. 196511131994012001 

 

 

 

 



 

 

 

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

 
Lampiran    :   Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan  Agama  Muara Labuh 

Nomor : W3-A9/69/PL.01/I/2019, tanggal 02 Januai 2019  

Tentang  : Penghunian dan Penertiban Rumah Negara pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2019 

 

No Nama / NIP Jabatan Type No. Inventaris Alamat  Ukuran  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Nurmaisal, S.Ag. 
NIP. 19741114 199903 2 001 

Ketua 

B 4.01.02.01.001 

Jr. Pasar Muara Labuh 
Nagari Pasar Muara Labuh, 

Kecamatan Sungai Pagu, 

Kabupaten Solok Selatan 

289 M2 

2. 
Anneka Yosihilma, SH., MH. 

NIP. 19760212 200112 2 004 

Wakil 

Ketua  

 

 

Muara Labuh, 02 Januai 2019. 

Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Muara Labuh, 

 

 
 

      Darnialis, S.Ag. 

      NIP. 19651113 199401 2 001 
 

 


